BUPATI BUOL
PROPINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN,

DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUOL,

Menimbang: a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

Mengingat

>

2.

hak otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, perlu pemimpin untuk menyelenggarakan
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;

. bahwa untuk mendapatkan pemimpin desa, dilaksanakan

pemilihan Kepala Desa secara demokratis secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 08 Tahun 2006

tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan; Pengangkatan,
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desz sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor .08
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sudah
tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan
perkembangan masyarakat di Desa sekingga perlu diganti; '

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan,
Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negura Republik
Indonesia Tahun 1945; =

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3966); * '

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik .
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor ¥, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor $495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 teatang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -
5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah -
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang’
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5589); ’

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 1< tenta.g Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran: °

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 173, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558); ‘

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik [ndonesia Tahun
2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
dan :
BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA 'CARA PENCALONAN

PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN = DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA " ¢

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

2.

Daerah adalah Kabupaten Buol.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom. '

. - Bupati adalah Bupati Buol.



10.

11.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah .
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya dlsmgkat APBD
adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggran Pendapatan dan Bclan]a .
Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes'
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tmgkat .
kecamatan dalam Kabupaten Buol. .
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas w11ayah yang .
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pomerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa niasyarakat, hak
asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormeti aalam sistem -
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia: :
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemer atahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistim pemerintzhan. Negara
Kesatuan Republik Indonesia. :
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebui dengan nama la.ln
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengaa nam:. lain adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilar. wilayah dan

- ditetapkan secara demokratis.

14.

13.

16.

i 7.

L 8.

. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah
. antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur -

masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratar: Desa. untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat d desa dalam .

rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia,
Jjujur, dan adil. ;

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang miempuny;-..i wewenang, -
tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan’
melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerfntah Daerah,;

Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia

Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuic mcnyelenggarakan ’
proses Pemilihan Kepala Desa;

Bakal Calon adalah penduduk setempat yang berdasarkan penjanngan, '
pemeriksaan, dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan yang diteiapkan bakal -
calon Kepala Desa.

Calon adalah calon Kepala Desa yang telah menienuhi persyaratan
administrasi dan ditetapkan oleh panitia pemilihar untuk. mengikuti -
penyaringan sebagai calon yang berhak dipilih. ".
Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah lolos dari
penyaringan yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan Kepala Desa. .

. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara
‘terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. :



-

-20. Pemilih adalah penduduk yang telah memenuhi persyaratan untuk '
menggunakan hak pilihnya.
"21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daitar pem111h

. vang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilhan Umum

r terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kcmbah atas kebcncndnnya serta

_ ditambah dengan pemilih baru;

22. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pem1hh yang disusun berdasarkan.
usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar
Pemilih Sementara;

23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang -
telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai. dasar penentu;m 1dent1tas
pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa;

24. Hak pilih adalah yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap p. hhannya

25. Penjaringan adalah suatu proses yang dilakukan oleh panitia pen:iiihan untuk
mendapatkan bakal calon dari warga masyarakat. - :

26. Pemeriksaan adalah suatu proses yang dilakukan oleh panitia pemlhhan
untuk memeriksa identitas bakal calon Kepala Desa. _

27.Penyaringan adalah secleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi |
pengetahuan, maupun kemampuan kepemimpinan para bakal calon.

28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon .e(cpé.la Desa
untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. '

29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPF'S, adi:ah tcmpat
dilaksanakannya pemungutan suara. . :

30. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah merek.a yang telah .

. memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-

undangan diangkat oleh pejabat yang bcrwena.ng dan diserahi tugas-tugas

. dalam suatu jabatan negeri atau dlserahl tugas Negara liinnya yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang undangan dan dijaji menurut .
. Peraturan Perundang—undangan. : '

BAB II T
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu !
Pemilihan Kepala Desa

Pasal 2

1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara sercntak di selumih wilayah
Kabupaten.

2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud j-dd ayat (1)
dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tlga) kali d«lam jangka
waktu 6 (enam) tahun.

3) Dalam rangka melaksanakan Pemilihan Kepala Desa sebegaimar... dimaksud
ayat (1) dan ayat (2) Bupati membentuk panitia pefnilihan‘ai Kabupaten.

4) Panitia pemilihan di Kabupaten sebagaimana dimaksud paux ayat (3)
mempunyal tugas:



a. merencanakan, mengkoordinasikan dan mcnyelenggarakan seinua tahapan :
pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten; 1

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kupald desa terhadap £

panitia pemilihan kepala desa tingkat desa; I

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta
perlengkapan pemilihan lainnya; _

e menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapin pemilihan
lainnya kepada panitia pemilihan;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemlhhan I-.epala desa tingkat
kabupaten;

g. melakukan evaiuasi dan pelaporan pelaksanaan pem1hhan dar

h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang dltetapkan denge 1 keputusan :

Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan Pemilihan

Pasal 3
(1) Pemilihan kepala desa sebagaimana dlmaksud dalam pasal 2 ayat (1)
dilaksanakan melalui tahapan: :

a. persiapan,;

b. pencalonan;

c. pemungutan suara; dan

-d. penetapan.
+(2) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas kegiat.in:"
- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala l)esa tentang
- akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebei.um -berakhir
masa jabatan; '

b. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada; Bupati disamp.aikan dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa -
Jjabatan,

c. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh pamtla kepada BLpat1 ‘melalui
camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah
terbentuknya panit.a pemilihan; dan

d. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati’ dalam jangka watiu 30 (tlga
puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas kegiatan:

a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangk: waktu 9
(sembilan) Hari, _

b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta
penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waxtu 20 (dua
puluh) Hari;

c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b palmg '
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;

d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan ke¢pala Desa;

e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa dalam jangka waktu 2 (tiga) Hari;

dan



f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

. (4) Tahapan pemungutan suara scbagaumana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c
terdiri atas kegiatan: '

a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;

b. penctapan calon yang memperoleh suara terbanyak;

¢. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari | (satu) orang,
calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan sua:tu yang lebih -
luas; dan

d. dalam hal penetapan perolehan suara berdasarkan wilayah pe: olehan suara - .
sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, jumlah kotak suara dltetapkan -
berdasarkan jumlah dusun.

(5) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdm atas -
kegiatan: ;

a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada ‘Badan
Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tuJuh; Hari setelah oemung'utan

) suara, ?

b laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai cslon teipilih kepada
Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporen |anitia;

c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan: dan j.engangkatan
kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterim: laporan dari
Badan Permusyawaratan Desa; dan ‘

d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih
paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusas: pcngcsahan
dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dcn;.dn peraturan :

s perundang-undangan.
. (6) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada dyak (5) huruf d
. adalah Wakil Bupati atau Camat atau sebutan lain. '
-(7) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa, Bupati wajib

menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) “af.

Pasal 4 ) :
(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam periyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa serentak, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada -avat (1) berasal dari .
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol. '
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemilihar. kepala desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Peratur:in Bupati.

Bagian Ketiga
Persiapan Pemilihan

Pasal 5
(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan beraichirnya masa
jabatan Kepala Desa. secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa Jabatannya'_
berakhir.
(2) Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh BPD diteiapkan paling lama
10 (sepuluh) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.



" (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa
jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan akhir masa jabatan kepada

g Bupat. .
. {4) BPD membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari unsur pe1 mgkat desa,
lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. '
(5) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dlmaksud pada ay : (2) bersxfat'
mandiri dan tidak memihak.
(6) Panitia Pemilihan Kepala Desa berakhir dengan sendirinya s telah Kepala

Desa dllantlk

Bagian Keempat .
Susunan, Tugas dan Tanggung jawab Panitia Pemiliha 1

Pasal 6

(1) Susunan Panitia Pemilihan berjumlah S (lima) orang.
(2) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri car:

a.
b.
-
d.
e.

ketua,

wakil ketua, ' ‘ i
sekretaris, ‘ '

bendahara dan

anggota.

(3) Penentuan  kedudukan dalam panitia pemilihan diterap :an dengan
musyawarah atau melalui mekanisme pemilihan yang ifasilit .si oleh BPD
dan susunan keanggotaan panitia ditetapkan dengan Surat Keputusan BPD.-
. yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

-« (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), uda.k dapat

. mencalonkan atau dicalonkan dalam pemlhhan chdla Desa. '

Pasal 7

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung _]c wab:

a.
b.
€.

TR

o

G s

menetapkan tata tertib pemilihan dan kampanye
menetapkan rencana biaya pemilihan,;
mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Bupati raelalui Camat dalam .
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah panitia pemilihan- ductapkan :
melaksanakan sosialisasi penjaringan dan penyanngan calon Kepala Desa
kepada masyarakat;

melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala i )esa
menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;

melakukan pemeriksaan persyaratan Bakal Calon;

melakukan pendaftaran pemilih dan pengesahan Dafta sementara’
maupun Daftar Pemilih Tetap yang disahkan dcm ditand:. tangam oleh

ketua panitia;
melaksanakan seleksi Bakal Calon Kepala Desa untuk ditetapkan scbagm :

Calon Kepala Desa;

mengumumkan nama-nama Calon Kepala Desa yang berhak hplhh
menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye calon Kepala Desa;
menetapkan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, »erdasarkan
ketentuan jadwal yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupater . ‘



-

m. menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;

n menetapkan calon kepala desa terpilih; :
melaksanakan hal-hal yang berkaitan:dengan Pemilihan Kepala Desa "
sesuai ketentuan yang berlaku. ;
(2) Dalam hal rencana biaya pemilihan sebagaJrnana dlmaksud pada huruf c ayat
(1), Bupati memberikan persetujuannya dalam'’ Jangka waktu 3i (t1ga puluh)

hari sejak diajukan oleh panitia.

0

Bagian Kelima
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 8
(1) Setiap penduduk desa setempat berhak untuk memilih dar: dlplllh sebagai ._
Kepala Desa;
(2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat' (1) termasuk Pesawai Negeri
Sipi! N -
Pasal 9
(1) Penduduk desa yang pernah menjadi Kepala Desa dapat dipilih dan
mencalonkan diri menjadi Kepala Desa paling banyak 3 (tig. kali masa
jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut—turu C
(2) Dalam hal Kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya -

tidak dapat mencalonkan diri kembali sebagai calon Kepala Des: dalam masa:

jabatan yang sama.

"-(83) Bagi pimpinan dan anggota BPD apabila mencalonkar diri r«-unjaﬂi calon

Kepala Desa harus membuat surat pernyataan mengundur}:n -diri dari
Jabatan secara tertulis sejak pemasukan berkas dan tidak ber 1k’ lagi atas

_ jabatan tersebut, jika tidak terpilih.

(4) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepaix desa wajib
diber1 cuti oleh Penjabat Kepala Desa terhitung sejak yang :«crsangkutan
terdaftar sebagi bakal calon kepala desa sampai denga: selesainya
pelaksanaan penetapan calon terpilih. i

(5) Tugas perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di-angkap oleh
perangkat desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan kepal:: desa. . A

(6) Bagi penduduk yang menjadi pengurus lembaga kemasyar ikatan atau
organisasi lainnya harus membuat surat pernyataan mer. .gundu. kan diri dari
keanggotaannya secara tertulis sejak pemasukan berkas .ada pamtla.

pemiihan Kepala Desa.

Pasal 10

'1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai per.--ulil'i,

2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menika:: ditetapkan -
sebagai pemilih. . s
b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pen: adxlan yang
telah memperoleh kckuatan hukum tetap; dan ;



d.

berdomisili di desa selmrang-kurangnya' 6 (enam) bulan sebelum
disahkannya daftar pemilih. sementara yang dibuktikan dcngan Kartu

Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk

.(3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar 'pemilih “ternyat:: udak lagi

memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud : pada ayat (2), .idak dapat :

menggunakan hak memilih.

Pasal 11

(1) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan secara sah oleh punitia harus .
mendapatkan pengakuan dan ditanda tangani oleh para calon «<epala Desa :
yang berhak dipilih serta diketahui oleh Camat.

(2) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) _

diumumkan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahuinya.

Bagian Keenam |
Persyaratan dan Alat Pembuktiannya

. Pasal 12

(1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang mcmpunch persy: uatan

a.
b.
€.

warga Negara Republik Indonesia;

bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa

memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebugai D. sar Negara,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indc.;esia Tahun
1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Neg:1a Kesatuan -

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibukt.kan dengan i

surat pernyataan bermaterai cukup;

berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutzn ngnat Pertama‘ :

atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah atau surat ~anda ta.mat
belajar dari lembaga yang berwenang dan telah dilegalisir; '
berusia paling rendah 25 ( dua puluh lima ) tahun saat merldaftar yang
dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat kenal lahir dari I-- ‘nbaga yang
berwenang; -
bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuktikan ¢cngan surat -
pernyataan bermaterai cukup;

terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tmggal di desa sel ‘mpdt paling
kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran e

tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusai pengadilan .

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melak.kan tindak )
pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjzlani pic:una penjara
dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang -
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebaga: pelak : kejahatan
berulang-ulang yang dibuktikan dengan surat pernyataar- bermaterai

cukup;

Tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 (tig. kali masa .

jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturu: Lurut yang
dibuktikan dengan surat pernyataan bermateraJ cukup, dan



.~ k. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari

e Rumah Sakit Umum Buol; ,

2) Bagi penduduk desa setempat yang mclaksanakan Uges subdpal Pcn]abat '
Kepala Desa karena jabatan Kepala Desa telah berakhir atau .epala Desa
telah diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupatl tidak dapat ;-.encalonkan

" diri sebagai bakal calon Kepala Desa.
(3) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon ~epala Desa

dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Bagian Ketujuh
Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon
Pasal 13 .
(1) Panina pemilihan sebagaimana dimaksudkan dalam hwul 1 Pasal 6

melakukan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala De i1 selama 15

(lima belas) hari. P
(2) Bersamaan dengan pelaksanaan pendaftaran sebagaimana din aksud pada -
ayat (1), Panitia pemilihan juga melakukan penjaringan baka.l,a.ilon Kepala

Dessa : ' _ . -
(3) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). setelan dilengkapi
dengan persyaratan administratif, kemudian dilakukan penyaring ia. '

Pasal 14 ‘
Seluruh tahapan proses pemilihan Kepala Desa mulai dari perelitian n-eléngkapan

administrasi persyaratan, klarifikasi, serta penetapan dan pengum uman nama -

alon Kepala Desa selama jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Bagian Kedelapan
Penetapan Bakal Calon

Pasal 15

(1) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dxmdksud ayat ‘(.3 pasal 12,
maka bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditete pkan s: :bagai Calon
Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan. .

(2) Bakal calon yang ditetapkan sebagaimana dlmaksud pada ay... (1) paling -
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak S (lima) orang calon dan tidak dapat
lagi mengundurkan diri. s
3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata bakal calon hanya -
1 (satu) orang, maka dilakukan penjaringan ulang ‘

4) Apabila setelah dilakukan penjaringan sebagai mana dimeksud |zda ayat (3),
ternyata bakal calon masih tetap 1(satu) orang, maka penjaringan ibatalkan. . .

5) Terhadap pembatalan sebagaimana dimaksud. pada ayat (4), Bup:ti atas usul .

Camat dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat . |

menunjuk Penjabat Kepala Desa untuk masa jabatan peling laiia 6 (enam) 8
bulan.



Pasal 16 .
sa lebih dari 5 (lima) orang yang tela: r'r.zemenuhx :
maka panitia pemilihan Kepala Dese c-nelax?orkan
secara tertulis kepada Camat setempat unt}.lk'; dila@RMn upan .ertulis dan |
‘wawancara kepada para calon yang difasiitasi oleh p.ﬁ}ak kecaima an.setempat
dengan melibatkan bagian pemerintahan desa ditingkat kabupaten, dan_ .

kelulusannya diurutkan berdasarkan hasil yjian tertulis.

Apabila Calon Kepala De

svarat sesuai pasal 11,

Bagian Kesembilan
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 17 ~ : it

(1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada m.syarakat di
tempat-tempat yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial buday: - masyarakat - -
setempat. : L o
(2) Calon Kepala Desa melakukan kampanye dalam bentuk penyamnp «.an visi misi .

dihadapan BPD dan tokoh masyarakat. : : '
(3) Kampanye calon Kepala Desa dilaksanakan dalam jangka waktu ¢ tiga) hari.

(4) Setelah selesainya masa kampanye sebagaimana dimaksud p:<a ayat (3),
masa tenang dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hasi. : '

Bagian Kesepuluh
Biaya Pemilihan

' Pasal 18
"11) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD dan Dzna Bantuan
- APBDes. . : T
(2) Biaya pemilihan yang dibebankan pada APBD penggunaannya diarahkan. -
" untuk biaya pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkap: a1 peralatan
lainnya, honorarium panitia dan biaya pelantikan. |
(3) Biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaks .: pada ayat °
(1) diberikan secara proposional sesuai dengan ke‘inampua_n keua) pzan daerah.
(4) Dana Bantuan dari APBDes untuk kebutuhan pada pelaksanaan semungutan
suara. :

Bagian Kesebelas
Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 19 , _

1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, paniiia le. h -dahulu .

membacakan tata teriib proses pemilihan Kepala Desa. ' :

2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemiliha:i membuka .

kotak suara dan memperlihatkannya kepada pemilih dan calon ,ang berhak

dipilih, bahwa kotak suara dalam keadaan kosongg_,serta menutupsya kembali, .

mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yan;; dibubuhi cap ataﬁ :
stempel Panitia Pemilihan. ’



Pasal 20 .
Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih dalam Pernilihan Kepala Desa
mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih tetap yang sucah dlsahkan

. * oleh Ketua Panitia Pemilihan. o

I

Pasal 21

(1) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh Panitia Pe:nilihan.
(2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila

suratl
meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surai suara yang

cacat atau rusak.

‘Pasal 22

(1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suawra dengan

(2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara .adalah pemilih yang akan .
menggunakan hak pilihnya, apabila telah keluar dari bilik suara dan :

(3) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke alam kotak

(1)

a.

menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.

dinyatakan telah menggunakan haknya.
suara yvang telah disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 23 _
Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan - «rkewajiban
untuk :

-menjamin agar pelaksanaan pemilihan bcrjélan secara langs .ng, umum,

- . bebas, rahasia, jujur dan adil serta demokratis;

b..

(2)

(3)

'1) Setelah pemungutan suara selesai dﬂaksahakan, Panitia Pemilihan meminta
kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menuruk 1 (satu) -

2) Penunjukan saksi dalam perhitungan suara oleh para calon vang berhak .
dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara te iulis dengan

menjamin agar pelaksanaan pemungutan suara dengan lancur, :man, tertib

dan teratur. .
Pada saat pemurgutan suara dilaksanakan, para calon yang b ihak dipilih

harus berada ditempat yang telah ditentukan unutuk mengikuti -claksanaan

pemungutan suara, kecuali tidak hadir karena alasan kesehata). yang dapat
dipertanggungjawabkan dan dibuktikan dengan surat keterangan .iari dokter.

Apabila Calon Kepala Desa meninggalkan tempat pemilih.in sebelum
penandatanganan Berita Acara dilaksanakan, dinyatakan telan menerimd-

hasil Pemilihan Kepala Desa.

Panitia pemilihan wajib menjaga agar setiap orang yang be-hak m : nilih hanya -
memberikan satu suara dan menolak pcmbcrlan suara yany diwakilkan

dengan dalih atau alasan apapun.

Bagian Keduabelas
Pelaksanaan Perhitungan Suara
Pasal 24

orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.

menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, periilih berhak "



Pasal 25 . .

(1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan mcnghltung surai suara yang
masuk, setelah saksi — saksi hadir.

(2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk menge tahui suara
yang diberikan kepada Calon yang berhak. dipilih dan keml.d1an Panitia -
Pemilihan membaca tanda Gambar dan atau nama Calon yang t:rhak dipilih |
yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang .
ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat d111hat dengan jela- oleh semua

pemilih yang hadir.

. Pasal 26
(1) Surat suara dianggap tidak sah apabila:
a. tidak memakai surat suara yang telah dltentukan
b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
c. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukan iclentitas pemilih;
d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon yang berhak aipilih;
e menentukan Calon lain selain dari Calon yang berhak dipili.i yang telah
ditentukan; |
f. mencoblos tidak tcpat pada kotak tanda gambar atau nam: calon yang

disediakan; .
(2) Alasan—alasan yang menyebabkan surat suara t1dak sah, diumu:ikan kepada

para pemilih pada saat itu juga.

Bagian Ketigabelas
Penetapan Calon Terpilih

.. _ Pasal 27 _

{1) Setelah  perhitungan suara selesai, Panitia ' Pemilihan menyusun,
menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan. ,

(2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) d1 dndatanganl :
Panitia Pemilihan, calon yang berhak dipilih dan saksi.

(3) Laporan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Berita Aca « Pemilihan
disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD paling larabat 7 +.ajuh) hari;

Bagian Keempatbelas

Pengesahan Pengangkatan
i » : i

Pasal 28 :

(1) Calon kepala Desa terpilih disampaikan secara tertulis oleh BPD j «ling lambat -

7 (tujuh) hari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan merjadi Kepala
Deqa

(2) Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan dan Pengan'gxatan Kepala

Desa terpilih menjadi Pejabat Kepala Desa paling lama 30 (tige puluh) hari
terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pernilihan iari BPD.

Pasal 29 : _
(1) Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan di Dcsa i
bersangkutan dihadapan masyarakat.



" (2) Bupati dengan pertimbangan tertentu, dapat menyelenggarakan -engambilan :
. sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa sebagmmana dimaks:.d pada ayat
_ {1) di tempat lain.

"(3) Sebelum memangku jabatannya, Kepgla Desa mengucapkan sum. ..h/janji.

(4) Susunan kata-kata sumpah/ janji Kepala Desa adalah scbegail ber cut :
“Demi. Allah (Tukah), saya bersumpah/berjanji bahwa saya ika memenuhi |
kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sej\.jur-jujurnya
dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengiunalkan dan -
mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara;, dan bahw: saya akan
menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasa: 1945 serta
melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengun selurus-
Jurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah dan Negara Kesati in chubhk

Indonesia“.

- Pasal 30
Setelah mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupdu itau pejabat
vang ditunjuk, Kepala Desa yang bersangkutan segera melaksa akan serah - _
terima jabatan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari serelah pe lantikan.

Pasal 31
Pada upacara pengucapan sumpah/janji dan Pelantikar ! .-pala. Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, Kepala Desa yang = sd.n dilantik -
berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Pasal 32 S
Pelantkan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat w:zktu karena : -
alasan—alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, untuk ruenghindari

. kekosongan jabatan dan untuk melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari

maka Bupati segera mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Peuawai Negeri -
Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dengan masa jabatan pdlmg lama 1
(satu) tahun atau sampai dengan dilantiknya calon terpilih. ‘

Pasal 33 ; '
Masa Jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung 1ak tanggal .
pelantikan. ,

Bagian Kelima Belas
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 34 ,

1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Des:, keberatan

disampaikan secara tertulis dengan mengajukan alasar-alasan .tau bukti-

bukti pelanggaran yang bertentangan dengan Peraturan Pecrunda;.;-undangan .

yang berlaku, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari yang dlsampdman kcpada
panitia pemilihan Kepala Desa. . ¥

2) Panitia pemilihan paling lama 4 (empat) hari setelah menerima keberatan

" secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melapork:n keberatan .

aras hasil pemilihan kepada Bupati melalui BPD. : - :



_(3) Bupati setelah menerima laporan sebagaimana:dimaksud pada :yat (2) wajib .
- menvelesaikan perselisthan hasil pemlhhan dalam jangka wa itu 30 (tiga

pulun) han.

BABV .
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENJADI KEPALA DES.a

Bagian Pertama
Persyaratan

Pasal 35 ,
Calon Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil harus : .¢endapatkan .
izin tertulis dari Pembina Kepegawaian Daerah. ’

Pasal 36
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 vang dxpxhh
menjadi Kepala "Desa, dibebaskan untuk sementara waktu iari jabatan
organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehllangan statu:nya Sebagai
Pegawai Negeri Sipil. .

Bagian Kedua
Gaji dan Tunjangan

-Pasal 37 . '

(1) Gaji dan Penghasilan lainnya yang berhak dltenma oleh Pegawa: Negeri Sipil
.- yang menjadi kepala desa tetap dibayarkan oleh instansi induknyei.
(2) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa berhzk mcndapat -
kenaikan gaji berkala sesuai dengan perundangan - undangan ya:ig berlaku.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi kepala Desa dlbenkan Denghasﬂan -

sebagaimana penghasilan yang seharusnya diterima seorang Kepg la Desa.

Pasal 38
Pegawai Negeri Sipil yang Aipilih menjadi Kepala Desa dapat dinaikar. pangkatnya '
sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku. '

Pasal 39
denilaian pelaksanaan pekerjaan bagi Pegawai Negeri' Sipil yang di.lih menjadl .
{epala Desa, diberikan oleh Bupati.

Pasal 40 :
>egawai Negeri Sipil yang dipilih menjadi Kepala Desa dap diberikan -
yenghargaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan .crundang -
indangan yang berlaku. '



Bagian Ketiga .
Kedudukan Pegawai Negeri 8ipil
 Setelah Selesai melaksanakan Tugas Sebagui Kepala De:.:1

Pasal 41
Pegawai Negeri Slpl] yang telah selesai melaksanakan tugasnyz se nagal Kepala .
Desa dikembalikan ke instansi induknya.

BAB IV il
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Pasal 42
(1) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksana.an melalui
Musyawarah Desa. ;

(2) Musyawarah pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama -

dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhltung sejak ‘Lepala Desa
diberhentikan. .  ir '

Pasal 43

Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pas: : 34 adalah :

sebagai berikut:

a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa dilakukan ke uat.an yang

meliputi:
. 1) pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu ulch Badan
Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (hma belas)= '
Har terhitung sejak kepala Desa diberhentikan; :
2) pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa olch puni 11 pemilihan
kepada penjabat kepala Desa paling lambat dalam jargka w: .ctu 30 (tiga
puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
3) pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Jesa paling -
lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak ciajukan oleh - .
panitia pemilihan; :
4) pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa :leh panitia
pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima bclas) Hari; '
5) penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakai (,alon ->leh panitia
pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
6) penetapan calon kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilinan pahng A
sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tige) orap; calon yang
dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan baga1 calon :
yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa. :
). badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawaral. Desa yang :
meliputi kegiatan: : ]
1) penyelenggaraan musyawarah Desa dlplmpin oleh Kctua Badan -
Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihann: dﬂakuka.n
oleh panitia pemilihan;

2} pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musy awarah Desa
melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara; .



1)

(2)

3) pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemiiihan melalui :
mekanisme musyawarah mufakat atau melalm pemungutan suara yang .
telah disepakati oleh musyawarah Desa;

4) pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada
musyawarah Desa; .

5) pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa

6) pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui' musyawarah Jesa kepada
Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Han setelah
musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;

7) pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua
Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat (tﬁjuh) Hari .
setelah menerima laporan dari panitia pemilihan; FRRE '

8) penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan 'pcngan;ﬁka.t'an calon
kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejat dltem’nanya
laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
j pelantikan kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga pult ) Hari sejak :
diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih
dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentus «: peratura.n :
perundang-undangan. T ' A ; SR

BAB V
TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN, LARANGAN
DAN HAK KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenﬁng

Pasal 44
Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pemerir .ahan desa, -
melaksanakan pembangunan desa, pembmaan kemasyaraka desa, dan .
pemberdayaan masyarakat desa.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dlmaksud padd aye. (1), Kepala
Desa mempunyai wewenang : : «
a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan dcsa
b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa,
memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desi;

d. menetapkan peraturan desa,;

e. menetapkan /inggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

{  membina kehidupan masyarakat desa ;

g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa,;

h. membina dan meningkatkan perekonomian c:sa serta’
mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk -
sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; :

;. mengembangkan sumber pendapatan desa;

mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan iNegara guna

meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; -

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa,

1. memanfaatkan teknologi tepat guna,

‘m. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif ;



n

mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat mcﬂuﬁjﬁk
xuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang B

tndangan ; dan :
nelaksanakan wewenang lain sesuai demgah peraturan »:mndang -

1
i

~ndangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

‘ Pasal 45

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaurnand dim: ucsud dalam .
pasal 44, Kepala Desa mempunyai kewajiban : - I

et

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanak .n undang -
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahur 945 serta
rempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesati.an chubhk _
Indonesia , dan Bhinneka Tunggal Ika; '
Meningkatkan kesejahtraan masyarakat desa; -

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan

Melaksanakan kehidupan demokrasi berkeadilan gender; ,
Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang a‘kuﬁtabel,
rransparan, professional, efektif dan efesien, bersih serta bebas dari .
Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ; B
Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan selurul pemangku
kepentingan di Desa,;

Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik |

Mengelola keuangan dan aset desa; -

Melaksanakan urusan pemermtahan yang mmenjadi kcwenanoan desa,
Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa ;

Mengembangkan perekonomian masyarakat dan desa ;

- Membina dan melestarikan nilai - nilai sosial budaya masyara.at desa ;

Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di -iesa;
Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarxka i lmgkungan

hidup; dan
Memberikan informasi kepada masyarakat‘de‘sé. '

2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) J.:pala Desa

mempunyai kewajiban :

a.

memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir :
tahun anggaran atau paling lambat 3 (tiga)l ‘bulan setelah perakhirnya _
tahun anggaran kepada Bupati melalui camat;
menvampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan des: pada akhir -
masa jabatan dalam jangka waktu 5 (hma) bulan scbelum >crakh1rnya
masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.

Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaradn pemermtahan desa
secara tertulis setiap akhir tahun anggaran atau paling lamb:t tiga bulan
setelah berakhirnya tahun anggaran kepada BPD :
kepada BPD, serta menginformasikan laporan
pemerintahan desa kepada masyarakat.

penvelenggaraan -



(1)

(2)

13)

BAB VI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESAi

Bagian Kesatu
Umum

_ Pasal 48

Kepala Desa berhenti, karena :

a Meninggal dunia;

b Permintaan sendiri; atau

¢. Diberhentikan. :

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dxmaksud pada ayat (1) Taruf e

karena :

a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik chabat yang bar.; ;

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara bcrkelanjutan atau ncrhalangan 3
tetap secara berturut - turut selama 6 (enam) bulan;
Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

d. Melanggar larangan sebagai kepala desa;

¢ Dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;

f.  Tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa ; dan/atau

g. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

h. Adanya perubahan status desa menjadi kelurahan, penggabL -gan 2 (dua)
desa menjadi (1) satu desa baru atau penghapusan desa; dan

. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pe ngadxlt n yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud padu e at ( 1) BPD

- melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

t4)

Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diteta; .an dengan
kepurtusan bupati. '

Pasal 49

Tala cara permohonan pemberhentian atas permmtaan sendin diatur lebih .

lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Terhadap Kepala Desa yang berhenti ditetapkan dengar Kepu:..san Bupati

selambat - lambatnya 1 (satu) bulan setelah laperan diterime dan Bupati
mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil itlingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Buol.

Bagian Kedua 4
Pemberhentian Sementara

Pasal 51 = | e
Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupatl setelah dinyat ikan sebagai
terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan picina penjara

paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di peny ud.[..‘an'



(2) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah theta) kan sebagaJ 4
tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/aiau tmdakan .
pidana terhadap keamanan negara. ' , :

-

Pasal 52
Kc‘paja Desa yang diberhentikan sementara olech Bupati .-bagaimana °

dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) dan ayat'(2) setelah dinyat: ~an sebagai .

terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempuan: :a kekuatan '
hukum tetap. b i

- Pasal 53

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara -sebagaimana dime t.sud dalam T

Pasa! 31 ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradi:n.ternyata °
terbukti tidak bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 ( tiga pulul . hari sejak :

ditetupkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilita - dan/atau :
rmengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai « .ngan akhir -
masa jabatan. :
(2) Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimeana dir. .ksud pada *
ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehab :tasi Kepala
Desa vang bersangkutan. '

Pasal 54 :

" Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dim .«sud dalam

. ‘pasal 51, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajibun - zpala Desa
< sampal dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempero h kekuatan

“hukum tetap. ‘ 1

Pasal 55 - 3 : .

1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang' diberhentikan .>bagaimana
dimaksud dalam Pasal 44 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati ‘nengangkat .

pegawail negeri sipil dari pemerintah daerah sebagai penjabat :epala desa
sampai terpilihnya kepala desa. SO

2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang da: kewajiban
scbagaimana dimaksud dalam pasal 44 dan pasal 45. ‘

BAB VII
SANKSIT

Pasal 56 g
1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan tugas dan kewcnangannya
sebagaimana dalam pasal 36 dan pasal 37 dapat dikenakan sanksi berupa :° :
a. Teguran Lisan dan / atau Teguran Tertulis;,
b. Pemberhentian sementara ; dan

c. Pemberhentian.
)) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan t»erdasarkan

peraturan perundang — undangan yang berlaku.



. - BAB VIII
5 | KETENTUAN PERALIHAN,

. Pasal 57 |
Dengan nerlakunya peraturan Daerah ini maka Kepala'Desa yang me sih menjabat pre.
dan belum berakhir masa jabatannya, masih tetap menjalankan {qg;-r;nya sampai -
habis masa jabatannya. '

|

BAB IX ;
KETENTUAN PENUTUP -

Pasal 58 | |
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah ‘Kat paten Buol
Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilinan, Pe :untikan dan
Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Perai.iran Daerah
Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Dacra . Kabupaten
Buol Nomor 08 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemiliha i, Pelantikan
dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlak . .

Pasal 59 :
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangs .. Pefaturan :
Daerah ini dengan penen.patannya dalam Lembaran Dacrah Kabupat ::1.Buol.

Ditetépkan di Buol
pada tanggal S Januari 2015
BUPATI BUOL,

1

AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol

al 2015

ABD. HAMID\LAKUNTU :

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2015 NOMOR



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 11 TAHUN 2015
TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN .

II.

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

UMUM |
Dengan diterbitkannya Undang - Undang Nomor 6 Tahur. 2 14 tentang
Desa , maka Kepala Desa disamping dipilih langsung ol i dan dari

penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yung memenuhi

persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat di,nlih kembali

hanya untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan ~epala Desa
dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tiadisionalnya’
sepanjang masih hidup diakui keberadaannya berlaku keten uan hukum’
adat setempat, yang diterapkan dalam Peraturan Daemh:. dengan
berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kepala Desa  paci dasarnyé. :
hertanggung jawab kepada rakyat  desa = yang prosedur
pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui C imat kepada
BPD, Kepala Desa wajib memberikan keteranga. - laborah

pertanggungjawaban dan kepada rakyat menyampaikan inforr 1asi pokok -

pokok pertanggungjawabannya, namun tetap memberikan pel iang kepada =

masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau memint:. kéterangan .. -

lebih lanjut hal - hal yang berkalian: dengan 'pertang;v..:unawaba.n
dimaksud. e

Untuk mengoptimalkan kelancaran penyelenggaraan Pemerin.ahan Desa, -
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakata desa, dan H
pemberdayaan masyarakat desa dalam pelaksanaan otonomi d 1:rah secara -

nyata berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun %14 tentang.

Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun % )14 tentang -
Desa ' g s
maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh Pemeri:itah Daerah
adalah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Buol tentany Tdta Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pe;nberhentiain’

Kepala Desa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas



Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Pesal 4
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pusal S
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Fasal 6
Ayat (1)
Culkup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas



Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)




Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Fasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4) . h
Dana bantuan APBDes dipergunakan untuk membia i keperluan
: lainnya yang tidak teralokasi oleh dana APBD. :
Pasal 19
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pzsal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas



Pasal 22
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jeles
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Fasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas




Pasal 44
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
. Cukup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pusak 47
Cukup jelas
“isal 48
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
dasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas




Pasal 56
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
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